PENGAUILAN NEGERI TAPAKTUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
Nomor : 4.a /SEK.PN.W1-U10/KU1.1.1/1/2025

Tentang
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DIPA 005.03.2.099187
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS
FENGADILAN NCGERI TAFARTUAN
Menimbang : Keputusan Pengguna Angaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

nnnnn

d.  Dailwd ddiain iaigka ineidisaliakan Urnidang-unidang iNomor . 17 Taiun 2003 ieliaiy
Keuangan Negara;

b.  Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang-undang Nomor :1 tahun 2004 tentang
Femoenaanaraan, Menter/Femimpin Lemoaga adalan rejabatl yang serianggung
Jawab atas Pengelolaan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;

C. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada
Pengadilan Negeri Takengon lahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan secara tertib,
efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Takengon tentang
Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Perintah
Pembayaran (SPP), Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Staf
Pengelola Anggaran Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 2025;

d.  Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Perintah
Pembayaran (SPP), Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Staf
Fengeloia Anggaran Fengadiian Neger |apaktuan |anun Anggaran ZUZo;

e. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

f. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas tersebut;

\viengingat ¢ 1. Unaang-undang NOmOr 14 1anun 198 tentang viankaman Agung Ki (Lempar Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Taiun 2003 ieniang perubaiian kedud alas Undang-undang Nomor 14 Taiun 1965
tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
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4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Ianggung Jawab Keuangan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;

o. Feraturan rresiaen NOmor 19 1anun 20Us ientang |unjangan Kinera regawal iNegen
Dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan yang berada dibawahnya;

7. Peraturan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan:
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REpULUBGN 1 TSaIUSH neputnn nuoiedia Namor 21 Tahun 2004 Teitang Mengannan
Organisasi, Administrasi, dan Tata Usaha Negara, Serta Peradilan Agama Ke
Mahkamah Agung Republik Indonesia;

10.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 Tentang Pengalihan
Organisasi, Administrasi, dan Finansial dilingkunagan Peradilan Militer Dari Markas
Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VII2014
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
yang berada dibawahnya ;

1. Peraluran Sekretans iviankaman Agung Kepubilk Indonesia NOmor UZ Tanun Zuis
tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Negara Negeri di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan yang berada dibawahnya ;

i3, Ferailuran ivieniel Reuaniyan Repubik induniesid NOmor 102/Fvno3/2013 teniany

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada satuan kerja Pengelola Anggaran

endapatan Belanja Negara;
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Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja

Negara;

. Pelaiuran Pemnerintail Nomor 45 Taiun 2013 ieniang Taia Caia Peiarsaiiddi Algyaidr
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TAHUN
ANGGARAN 2025

Menunjuk dan Mengangkat Yola Resta Nanda, S.H. NIP. 199706152020122004 Sebagai
Bendahara Penerimaan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 202 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

Bendahara yang ditunjuk dalam Pelaksanaan Anggaran agar memperhatikan surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/X11/2024
Tanggal, 02 Desember 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
/Pengguna Barang Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2025;

Segala Biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada daftar isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-005.03.2.099187/2025 tanggal
2 Desember 2025;

Keputusan ini mulal periaku pada tanggal i tetapkan, gan Beriaku efekur sejak tanggal
2 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
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Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl di Jakarta;

Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta

Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Di Takengon;

Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh:

Ketua Pengadilan Negeri Takengon;



Daftar © Lamgiran Surat keputusan Sekretaris sel.aku Kuasa Fengguna Ar ggaran/Pen jguna
Barang Pengadil:in Negeri T paktuan Tentang Penurjukan Bend:ihara Pener maan
Peng adilan Nege ri Tapaktuan.

Nomor . 4.b [SEK.PN.W1-U10/KU1.1. 11/2025
Tanggal : 2 Jaruari 2025
Hovorarium
Nama / Nip Pzngkat /Golongan Jabatan Jabatan Dalam Pengella Keuang an P arbulan
Rp.
2 3 4 5 ) 6
Yola Resita Nanda, S.H. Pengztur Muda TK | (1ll/b) Klerek Analis Perkara Peradilan Bendahara Peneritnaan Rp. 0
Nip. 19976152020122004 Pengelcla PNBP
KUASE PEN AN/PENGGUNA BARANG
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